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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan
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Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan
HAM Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 Tentang Perubahan Keppres Nomor
53 Tahun 2001.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang
Pengadilan HAM.

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia.

Konvensi PBB Tanggal 9 Desember 1948 Tentang Pencegahan dan
Penghukuman Kejahatan Genosida.

Statuta Roma, 17 Juli 1998 Tentang Pengadilan Pidana Internasional
Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Hak Politik.

Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB 1948.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan

Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945,
Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI nomor
XVII/MPR/1998 dan Undang—Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia harus dilaksanakan dan dilindungi oleh negara dengan penuh rasa
tanggung jawab sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta
asas-asas Hukum Internasional. Setiap pelanggaran HAM akan menurunkan
harkat dan martabat manusia, oleh karena 1tu Hak Asasi Manusia harus dihormati
dan dilindungi dengan perangkat hukum yang memadai.

Didalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dinyatakan
pengertian Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 butir ke 1, yaitu :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ketetapan MPR-RI nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
memberikan kewajiban kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh

aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan memberi pemahaman

kepada rakyat Indonesia mengenai Hak Asasi Manusia serta segera meratifikasi
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Berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM sepanjang tidak
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dilakukan dengan
pembentukkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) berdasarkan
Keppres nomor 50 tahun 1993, Pengadilan‘ Hak Asasi Manusia berdasarkan UU
nomor 26 tahun 2000 serta komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai lembaga-
lembaga yang berfungsi sebagai alat penegakkan hukum di bidang HAM.

Untuk melaksanakan Ketetapan MPR-RI nomor XVII/MPR/1998, pada
tanggal 23 September 1999 telah diundangkan Undang-Undang nomor 39 tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-Undang tersebut
merupakan wujud tanggung jawab dan sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam
melindungi Hak Asasi Manusia. Pertimbangan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 39 tahun 1999 adalah :'

1. Bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati
melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu
harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan,
dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

2. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggung
jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB

' Soedjono Dirdjosisworo, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002, h.1.
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serta berbagai instrumen Internasional lainnya mengenai Hak Asasi
Manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia adalah bahwa terhadap
siapapun yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat harus
diadili dan apabila terbukti bersalah harus dihukum sesuai sanksi hukum yang
diancamkan. Pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia disebutkan dalam
Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 angka 6, yang menyatakan :

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau

kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja atau kelalaian yang

secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau
mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin
oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak
akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku.

Kemudian pasal 104 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 menyatakan :
1. Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk
Pengadilan Hak Asasi Manusia dilingkungan peradilan umum.

2. Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dibentuk
dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat)
tahun.

3. Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi
Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan
yang berwenang.

Sebagai langkah lanjut dari pasal 104 Undang-Undang nomor 39 tahun
1999, pada tanggal 23 November 2000 telah diundangkan Undang-Undang nomor
26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara
tahun 2000 nomor 208. Undang-Undang ini diharapkan mampu melindungi Hak

Asasi Manusia baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam
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penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman bagi perseorangan
maupun masyarakat.

Pembentukan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat merupakan “extra ordinary
crimes* dan berdampak luas baik pada tingkat nasional maupun
internasional, tidak diatur dalam KUHP tetapi menimbulkan kerugian
material dan immaterial yang menyebabkan perasaan tidak aman kepada
masyarakat sehingga perlu dibuat ketentuan hukum untuk mewujudkan
supremasi hukum untuk mencapai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan
bagi masyarakat Indonesia.

2. Terhadap perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat diperlukan
langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaaan
yang bersifat khusus. Kekhususan yang dimaksud adalah :

a. Diperlukan tim penyelidik dengan membentuk tim Ad Hoc,
penyidik Ad Hoc, penuntut umum Ad Hoc, dan hakim Ad Hoc.

b. Penyelidikan hanya dilakukan oleh Komnas HAM sedangkan
penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan
sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

c. Adanya tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

d. Adanya ketentuan tentang perlindungan korban dan saksi.
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e. Tidak adanya kedaluarsa bagi pelanggaran HAM yang berat. 2

Kekhususan lain dari Pengadilan HAM adalah bahwa terhadap pelanggaran
HAM vyang berat dapat digunakan asas retroaktif, yaitu suatu asas yang
menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan
secara surut terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum diberlakukannya
peraturan perundang-undangan tersebut. Penerapan Asas Retroaktif berlandaskan
ketentuan pasal 28] ayat (2) Perubahan kedua UUD 1945 yang menyatakan :

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk
kepada pembatas yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan ketentuan diatas asas retroaktif dapat diberlakukan dengan
tuyjuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Dengan adanya asas Retroaktif,
maka Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 dapat diberlakukan secara surut,
sehingga pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diberlakukannya UU
i dapat juga diperiksa dan diadili oleh pengadilan HAM. Oleh karena itu
Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 mengatur pula tentang Pengadilan HAM
Ad Hoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat
sebelum diundangkannya undang-undang ini. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk
atas usul DPR-RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden dan
berada di lingkungan peradilan umum.

Sistem hukum pidana Indonesia lebih banyak menggunakan asas legalitas

karena lebih bisa memberikan kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan,

2 Ibid, h.17-18
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asas Retroaktif adalah pengecualian yang ditentukan oleh Undang-Undang. Ada
beberapa hal mendasar yang layak dicermati :

1. Kekhawatiran penerapan asas Retroaktif terhadap kejahatan yang tidak
ada pengaturannya dalam hukum pidana tertulis (extra ordinary crimes)
berdasarkan pendekatan sejarah terbukti berdampak negatif dalam
hukum pidana.

2. Penerapan asas retroaktif menjelmakan asas /ex-falionis (pembalasan)
yang dapat menimbulkan bias hukum, tidak ada kepastin hukum dan
menimbulkan kesewenang-wenangan dari para pelaksana hukum dan
elit politik.’

Penerapan asas retroaktif tidak kondusif, oleh karena itu asas retroaktif harus rigid
(ketat) dan limitatif (terbatas), vaitu : *

1. Adanya korelasi antara hukum tata negara darurat dengan hukum negara,
artinya asas retroaktif hanya dapat diberlakukan apabila negara dalam
keadaan darurat dengan prinsip hukum darurat, sehingga keberadaan
retroaktif seharusnya temporer dan dalam wilayah hukum yang terbatas.

2. Sifat darurat keberadaan retroaktif tidak dalam keadaan yang merugikan
terdakwa / tersangka.

Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus terhadap

perkara-perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pasal 4 Undang-

Undang nomor 26 tahun 2000 menyatakan :

* Indriyanto Seno Adji , Pengadilan HAM Ad Hoc vang obyektif, Kompas 2 Februari 2002.
4 .
Ibid.
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Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan
memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat

Kategori pelanggaran HAM yang berat dinyatakan dalam pasal 7, yaitu :

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi :

a. kejahatan genosida

b. kejahatan terhadap kemanusiaan

D1 dalam penjelasan pasal 7 dinyatakan bahwa kejahatan Genosida dan
kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Undang-Undang ini sesuai dengan
ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Statuta Roma. Namun demikian sampai saat ini
Statuta Roma belum diratifikasi oleh Indonesia, jadi ketentuan Statuta Roma ini
hanya diadopsi saja dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Pengadopsian
ketentuan Statuta Roma ini menunjukkan bahwa Indonesia juga sepaham dengan
dunia Internasional tentang pemahaman dan upayanya untuk melindungi Hak
Asasi Manusia.

Mengenai kedudukan dan tempat kedudukan Pengadilan HAM, pasal 2

menyebutkan :

Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada
di lingkungan peradilan umum

Sedangkan dalam pasal 3 dinyatakan :

(1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah Kabupaten atau daerah kota
yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang
bersangkutan.

(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM
berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Sebagai konsekuensi dikeluarkannya Undang-Undang nomor 26 tahun

2000 tentang Pengadilan HAM, maka ada kewajiban pemerintah untuk

membentuk Pengadilan HAM. Sebagai realisasinya pada tanggal 23 April 2001
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telah diundangkan Keputusan Presiden RI nomor 53 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pasal 2 Keppres ini menyatakan :
Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksudkan dalam pasal satu
berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang
berat yang terjadi di Timtim pasca jajak pendapat dan yang terjadi di
Tanjung Priok pada tahun 1984.
Keppres tersebut kemudian direvisi oleh keppres nomor 96 tahun 2001
sehingga pada pasal 2 berbunyi :
Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM) yang berat yang terjadi di Timor-Timur dalam
wilayah hukum Liquisa, Dilli dan Suac pada bulan April 1999 dan bulan

September 1999 dan yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan September
1984.

Kasus pelanggaran HAM yang berat di Timtim terkait dengan resolusi
PBB 1264 tahun 1999. Resolusi ini memberikan kewajiban Internasional kepada
pemerintah Indonesia untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas
terjadinya pelanggaran HAM di Timtim melalui Pengadilan HAM Ad Hoc.
Mengenai hukum acara pidana dalam Pengadilan HAM, pasal 10 Undang-
Undang nomor 26 tahun 2000, menyatakan :
Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, hukum acara
atas perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan
berdasarkan ketentuan hukum acara pidana
Hukum Acara Pidana yang dimaksud dalam pasal 10 adalah KUHAP
(Undang-Undang nomor 8 tahun 1981) Tambahan Lembaran Negara nomor 3209,

Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, beserta

perundangan terkait seperti yang mengenai jaksa dan kekuasaan kehakiman.
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Hukum Acara Pidana yang dimaksud disini adalah proses pemeriksaan perkara
melalui sistem peradilan pidana yang meliputi pemeriksaan pendahuluan
(penyelidikan dan penyidikan) dan penuntutan serta sidang pengadilan.

Hukum Acara Pidana Peradilan HAM sistematikannya tidak persis
menurut sistematika KUHAP, melainkan dengan sistematika yang diupayakan
lebih sederhana dan memberi kemudahan untuk pemahaman yang dibutuhkan
dalam praktek penerapannya, baik oleh para penegak hukum maupun akademisi.’

Secara umum UU nomor 26 tahun 2000 berisi ketentuan-ketentuan yang
menyangkut hukum formil dan hukum material. UU im mengatur tentang
ketentuan hukum acara dalam peradilan HAM dan juga tentang ketentuan pidana
terhadap pelaku pelanggaran HAM yang berat. Hukum formil maupun hukum
materiil dalam UU nomor 26 tahun 2000 merupakan ketentuan-ketentuan yang
bersifat khusus, dalam artian bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak sama
dengan ketentuan yang secara umum diatur dalam KUHP ataupun KUHAP.

Keberadaan Pengadilan HAM Indonesia sangat erat berkaitan dengan
Hukum Internasional. Pelanggaran HAM yang berat merupakan kewenangan dari
Pengadilan HAM dan juga Jurisdiksi dari Pengadilan Pidana Internasional seperti
yang diatur dalam Statuta Roma. Dalam implementasi UU nomor 26 tahun 2000
tidak bisa dilepaskan dari Hukum Internasional karena Indonesia merupakan
bagian dari masyarakat dunia yang harus menghormati dan tunduk terhadap
ketentuan Hukum Internasional. Beranjak dari uraian di atas, maka permasalahan

yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

’ Soedjono Dirdjosisworo, op cit, h. 67
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1. Bagaimanakah pengaturan tentang pelanggaran HAM yang berat beserta
ketentuan pemidanaannya menurut Undang-Undang nomor 26 tahun
2000?

2. Bagaimanakah kekhususan Pengadilan HAM Indonesia seperti yang diatur

dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000?

1.2 Penjelasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan lebih jauh mengenai permasalahan dalam
skripsi ini, maka akan dijelaskan beberapa pengertian istilah yang dipakai dalam
judul. Pengertian beberapa istilah yang dipakai dalam skripsi berjudul
“Kekhususan Hukum Materiil dan Hukum Formil Pengadilan HAM Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Kekhususan hukum materiill dan hukum formil
adalah perbedaan ketentuan dalam Pengadilan HAM Indonesia seperti yang diatur
dalam UU Nomor 26 tahun 2000 dengan ketentuan-ketentuan umum yang diatur
dalam KUHP dan KUHAP. Pengadilan HAM menurut pasal 1 butir ke-3 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah Pengadilan khusus terhadap pelanggaran
Hak Asasi Manusia yang berat. Sedangkan kata menurut Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2000 berarti bahwa pembahasan tentang kekhususan Pengadilan HAM
Indonesia akan didasari dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Dari uraian diatas dapat diambil penjelasan mengenai judul skripsi ini,

yaitu : perbedaan ketentuan mengenai pemidanaan dan hukum acara dalam
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pengadilan khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dalam
perspektif Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Sejak diberlakukannya UU 26 tahun 2000, perkara-perkara pelanggaran
HAM yang berat tidak lagi menjadi kewenangan dari pengadilan Negeri maupun
pengadilan Militer, tetapi menjadi kewenangan dari Pengadilan HAM. Pengadilan
HAM Indonesia selain merupakan Pengadilan yang khusus memeriksa dan
mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat, juga mempunyai karakteristik
yang berbeda dengan pengadilan lain, baik yang menyangkut hukum materiil
maupun hukum formilnya.

Pengadilan HAM secara umum menggunakan hukum acara pidana seperti
yang diatur dalam KUHAP, namun demikian ada beberapa perbedaan ketentuan
yang diatur tersendiri oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Ketentuan
tersebut terutama berkaitan dengan keberadaan Komnas HAM, penyelidik ad hoc,
penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc dan hakim ad hoc.

Beranjak dari penjelasan diatas, maka skripsi ini diberi judul “Kekhususan
Hukum Materiil dan Hukum Formil Pengadilan HAM Indonesia Menurut
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20007,

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh kejelasan mengenai pelanggaran HAM yang berat dan

ketentuan pemidanaannya serta kekhususan Pengadilan HAM .
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Memberikan pemecahan masalah mengenai kendala yuridis yang dihadapi
para praktisi hukum dalam menangani perkara pelanggaran HAM yang
berat.

Untuk memenuhi syarat kelulusan sebagai Sarjana Hukum.

1.5 Metodologi

a. Pendekatan masalah

Pembahasan skripsi ini akan didasarkan pada pendekatan normatif empiris
yaitu dengan menganalisa permasalahan berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan di bidang HAM dan membahas suatu perkara

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan ini akan dibedakan menjadi dua :

1. Bahan hukum primer
Terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang HAM, antara lain
UU no 39 tahun 1999 tentang HAM, UU no 26 tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM, Keppres no 50 tahun 1993 tentang KOMNAS HAM,
PP nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi
dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat.

2. Bahan Sekunder

Terdiri dari literature-literatur di bidang HAM, majalah dan surat kabar.

¢. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

SKRIPSI
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Pengolahan bahan-bahan kepustakaan diperoleh dengan jalan inventarisasi
peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas.

d. Analisa bahan hukum
Seluruh bahan-bahan yang telah terkumpul, kemudian akan dianalisis
dengan menggunakan metode analis kualitatif yaitu data yang sudah
terkumpul akan dikaji menurut peraturan perundang-undangan dan teori-

teori di bidang HAM.

1.6 Pertanggung jawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini akan terdiri atas empat bab. Bab satu
merupakan pendahuluan yang berisi gambaran secara umum dan menyeluruh
tentang pokok permasalahan. Bab satu ini terdiri dari latar belakang dan rumusan
permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan,
metodologi, dan pertanggung jawaban sistematika.

Selanjutnya bab dua dan bab tiga merupakan bab isi yang akan disusun
berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dalam bab satu. Bab dua merupakan
pembahasan permasalahan yang pertama, sedangkan bab tiga akan membahas
permasalahan yang kedua.

Dalam bab dua akan dibahas mengenai Pelanggaran HAM yang berat dan
ketentuan pemidanaannya menurut UU nomor 26 tahun 2000. Bab ini terdiri dari
tiga sub bab atau pokok bahasan. Pokok bahasan pertama adalah tentang kategori

pelanggaran HAM yang berat, pokok bahasan yang kedua akan membahas tentang
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perbandingan ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang nomor 26 tahun
2000 dan KUHP. sedangkan pokok bahasan ketiga berisi tentang inkonsistensi
pengaturan tentang pelanggaran dan kejahatan dalam Undang-Undang nomor 26
tahun 2000.

Bab tiga akan membahas tentang Kekhususan Hukum Materiil dan Hukum
Formil Pengadilan HAM Indonesia serta kedudukannya terhadap Hukum
Internasional. Bab tiga dibagi menjadi tiga pokok bahasan, yang pertama tentang
kekhususan Hukum Materiil dan Hukum Formil Pengadilan HAM Indonesia.
Pokok bahasan kedua membahas tentang kedudukan Pengadilan HAM Indonesia
dalam Hukum Internasional. Pokok bahasan ketiga berisi tentang Pelanggaran
HAM yang berat di Indonesia.

Dalam setiap penulisan, jika ada pendahuluan tentu saja ada bagian
penutup. Dalam skripsi ini bab empat merupakan bab penutup yang berisi
kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam bab satu, dua dan tiga. Selain itu bab

ini juga akan berisi saran dari penulis untuk pemecahan permasalahan ini.
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"BAB II : Pelanggaran HAM Yang Berat dan

_ Ketentuan Pemidanaannya
Menurut Undang-Undang nomor 26 tahun 2000
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BAB II
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Dan Ketentuan Pemidanaannya Dalam
UU nomor 26 tahun 2000

2.1 Kategori Pelanggaran HAM vang Berat

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dapat diperiksa dan
diadili oleh Pengadilan HAM menurut pasal 7 Undang-Undang nomor 26 tahun
2000 adalah:

1. Kejahatan genosida
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan
Kategori pelanggaran HAM yang berat diatas dijelaskan dalam penjelasan pasal 7
yang berbunyi :
“Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan “ dalam

ketentuan ini sesuai dengan “ Rome Statute of The International Criminal
Court “ (pasal 6 dan pasal 7)

a. Kejahatan Genosida.

Istilah Genosida (Genocide) diciptakan oleh Dr.Raphael Lemkin, seorang
pengacara Polandia keturunan Yunani pada tahun 1944. Genocide berasal dari
penggabungan kata dari Bahasa Yunani Genos (ras atau suku) dan kata bahasa
Latin Cide (pembunuhan). Istilah Genosida pertama kali digunakan untuk

memperlihatkan  kekejaman-kekejaman yang dilakukan orang-orang Nazi di

15
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sebenarnya bukan hal yang baru, dalam sejarah peradaban manusia pembunuhan
seluruh kelompok manusia yang mempunyai ciri umum etnis, rasial atau agama
merupakan suatu praktek yang sering terjadi dari waktu ke waktu berkaitan
dengan ketiga faktor diatas.’

| Di dalam sejarah, pembunuhan atau pemusnahan manusia secara besar-
besaran telah terjadi di hampir seluruh bagian belahan dunia. Dua peristiwa
genosida terbesar dan terburuk yang terjadi di awal abad ke-20 telah
menghentakkan dunia dan menimbulkan banyak pemikiran baru tentang HAM
serta mengakibatkan munculnya pemikiran tentang perlunya Hukum Internasional
untuk mencegah terjadinya kembali genosida. Dua peristiwa genosida yang
dimaksud diatas adalah pemusnahan orang Armenia oleh orang Turki pada tahun
1915-1916 dan pemusnahan orang yahudi dan orang jipsi oleh orang Nazi pada
tahun 1939-1945.

Berawal dari perbutan keji Nazi terhadap orang yahudi, masyarakat
internasional sepakat untuk membuat perjanjian Internasional yang bertujuan
untuk mencegah terulangnya kembali peristiwa yang mengerikan tersebut. Pada
tahun 1948 melalui sidang umum PBB, disetujui dibuatnya suatu konvensi tentang
genosida. Konvensi PBB tersebut bernama Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide (Konvensi Pencegahan dan Penghukuman

Kejahatan Genosida). Konvensi ini dibentuk berdasarkan Resolusi sidang umum

¢ Antonio Cassese, Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah, Kata pengantar oleh Abdul
Hakim G. Nsantara, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
1994.h.99.
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PBB 260A (111) tanggal 9 desember 1948 dan mulai diberlakukan pada tanggal

12 Januari 1951. Pasal 1 konvensi ini menyebutkan :
The contracting parties confirm that genocide, whether commited in the
time of peace or in the time of war, is a crime under international law they
undertake to prevent and to punish

secara umum pasal ini dapat diartikan :
Negara peserta sepakat untuk mencegah dan mengadili tindakan genosida
yang dilakukan dalam keadaan damai atau perang yang telah ditetapkan
sebagai kejahatan menurut Hukum Internasional

Konvensi ini menyatakan bahwa genosida merupakan kejahatan
Internasional yang dapat dihukum, baik dilakukan di waktu perang maupun di
waktu damai, juga menentukan tentang siapa yang akan melaksanakan
hukumannya. Konvensi ini dianggap sebagai mekanisme yang menentukan dalam
pertarungan menentang genosida, dan merupakan terobosan besar dalam sejarah
umat manusia. Namun pada kenyataannya konvensi ini dianggap gagal total
karena tidak dirasakan dampak dan manfaat dari konvensi ini. Kegagalan
konvensi ini terutama berkaitan dengan tidak efisiennya mekanisme penegakkan
hukumnya.

Permasalahan muncul apabila terjadi Genosida di suatu negara akan tetapi
negara tersebut tidak mau mengambil tindakan, permasalahnnya adalah siapa
yang dapat dituduh melakukan Genosida? dan siapa yang akan menjatuhkan
hukumannya? Dalam konvensi ini telah ditentukan empat mekanisme dalam
menyelesaikan perkara ini :

1. Pelaku diadili di pengadilan negara tempat genosida terjadi. Hal ini sangat

sulit dilaksanakan karena biasanya genosida dilakukan atau paling tidak
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diketahui oleh penguasa negara sehingga negara akan dengan mudah

mengendalikan pengadilan.

2. Pelaku dibawa ke Pengadilan Internasional.

3. Perkara dibawa ke badan PBB yang berwenang melakukan tindakan-
tindakan yang ditentukan oleh Piagam PBB, dalam hal ini adalah Dewan
Keamanaan PBB

4. Pelaku dibawa ke Mahkamah Pengadilan Internasional secara unilateral
oleh negara-negara yang tersangkut.

Penegakkan hukum konvensi ini menjadi sangat tidak memadai karena
mayoritas negara lebih memilih untuk membela kedaulatan negaranya daripada
harus menghukum pelakunya. Terlepas dari kebaikan-kebaikannya, konvensi ini
dalam banyak hal tetap merupakan “ suatu tindakan diplomatis” dirusak oleh
kemunafikan yang menonjol, konvensi itu lebih banyak hanya merupakan catatan
protes menentang tindakan—tindakan kebuasan individu atau kelompok dimasa
lalu, dari pada merupakan suatu mekanisme yang efektif untuk mencegah atau
menekannya.7

Beranjak dari lemahnya konvensi tentang genosida terutama menyangkut
penegakan hukumnya, maka pada tanggal 17 Juli 1998 dalam Konfrensi
Diplomatik PBB di Roma para negara peserta menyetujui sebuah Statuta yang
bernama Statuta Roma untuk membentuk “International Criminal Court™ (ICC)
atau Pengadilan Pidana Internasional. Dibentuknya ICC diharapkan dapat

menghilangkan ketidak- mampuan hukum Internasional dalam mengadili pelaku

7ibid. h.110
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kejahatan Genosida, sekaligus mencegah terulangnya kejadian yang mengerikan
tersebut.

Dalam pasal 6 Statuta Roma yang dimaksud dengan genosida adalah
perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruh atau
sebagian kelompok bangsa, etnis, ras dan agama. Perbuatan-perbuatan yang dapat
disebut sebagai genosida adalah sebagai berikut :

1. Membunuh anggota kelompok suatu bangsa.

2. Menimbulkan luka atau merusak mental yang sangat berat terhadap

individu- individu anggota kelompok tersebut. (>'\~

3. Dengan sengaja menimbulkan kondisi kehi&upan kelompok yang

diperkirakan akan dapat menyebabkan kehancuran fisik sebagian atau

keseluruhan kelompok itu.

4. Memaksakan tindakan atau perbuatan yang dimaksud untuk mencegah

kelahiran anak pada anggota-anggota kelompok tersebut.

5. Memindahkan dengan paksa anak-anak dari kelompoknya ke kelompok

lain.

Di Indonesia, istilah genosida terdapat dalam Undang-Undang nomor 26 tahun
2000 tentang Pengadilan HAM. Kejahatan genosida dikategorikan sebagai
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pengertian genosida dalam UU ini
nyaris sama dengan pengertian yang terdapat dalam Statuta Roma, didalam
penjelasan pasal 7 disebutkan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan

kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan “Rome Statute of The
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Intemational Criminal Court” (pasal 6 dan pasal 7). Pengertian genosida

diuraikan dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000:

Kejahatan genosida sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf a
adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,
ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara :

a.
b.

C.

Membunuh anggota kelompok;

Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap

anggota-anggota kelompok;

Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan

kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

. Memaksakan tindakan—tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran
didalam kelompok, atau ;
Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke
kelompok lain.

b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Dalam pasal 7 Statuta Roma yang dimaksud dengan “Kejahatan Terhadap

Kemanusiaan“ adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan

yang meluas atau sistematik yang dapat diketahui bahwa serangan tersebut

ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa perbuatan:

1.

2.

SKRIPSI

pembunuhan;

pemusnahan;

. perbudakan;

pemindahan penduduk secara paksa;

. perampasan dengan paksaan kebebasan penduduk seperti “ memenjarakan

“ dengan melanggar prinsip dasar Hukum Internasional;

penyiksaan;
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7. perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan untuk melakukan prostitusi,
penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi dan bentuk-bentuk kebrutalan
seksual yang mengerikan;

8. penganiayaan terhadap suatu kelompok yang diklasifikasi atas dasar aliran
politik, ras, suku bangsa, etnis, budaya, agama dan gender atau atas dasar
klasifikasi mengenai “penyiksaan” yang dengan tegas dilarang dalam
Hukum Internasional dan dalam Junisdiksi Pengadilan Pidana
Internasional,

9. penghilangan paksa;

10. kehajatan apartheid;

11. perbuatan tidak manusiawi lainnya yang sifatnya dengan sengaja
menyebabkan penderitaan berat atau luka parah yang mengenai badan dan
mental serta yang sangat mengganggu kesehatan manusia;

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Statuta Roma
seperti yang disebut diatas dilakukan dengan tindakan berupa :

1. Serangan yang ditujukan terhadap sekelompok penduduk sipil, yaitu
serangan meluas atau sistematik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditujukan terhadap kelompok penduduk sipil sesuai dengan atau sebagai
kelanjutan dari tujuan suatu negara atau organisasi untuk melakukan
serangan tersebut.

2. Pemusnahan, yaitu dengan sengaja membuat kondisi kehidupan suatu
kelompok penduduk terhenti antara lain dengan memutus akses pangan

dan obat-obatan.
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3. Perbudakan, yaitu tindakan menguasai seseorang sedemikian rupa
sehingga orang tersebut menjadi tidak berarti dan diperdagangkan sebagai
budak.

4. Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa dengan mengusir
orang-orang dari suatu daerah-kedaerah lain dengan alasan yang tidak
dibenarkan oleh hukum Internasional.

5. Penyiksaan, yaitu tindakan dengan sengaja menyakiti dan menimbulkan
penderitaan fisik maupun mental terhadap seseorang yang ditahan dibawah
penguasaan si pelaku.

6. Penghamilan paksa, yaitu menahan paksa seorang perempuan dan dipaksa
untuk dapat hamil dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis suatu
kelompok.

7. Persekusi, yaitu perampasan dengan sengaja terhadap hak-hak dasar
dengan meniadakan identitas kelompok.

8. Kejahatan apartheid, yaitu penindasaan dan dominasi secara sistematik
terhadap suatu kelompok ras oleh ras lain dengan maksud mempertahan
rezimnya

9. Penghilangan paksa, yaitu tindakan penangkapan, penahanan atau
penyekapan orang-orang tanpa mengakui perbuatan tersebut.

10. Gender, dalam statuta ini mengacu pada dua jenis kelamin yaitu laki-laki
dan perempuan.

Seperti halnya pengertian tentang genosida, pengertian dan penjelasan

tentang kejahatan terhadap kemanusian dalam UU nomor 26 tahun 2000 juga
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hampir sama dengan pengertian yang ada dalam Statuta Roma. Rumusan lengkap

tentang kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat dalam pasal 9 yang menyatakan:

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari
serangan meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut
ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

oo o

=H

L.
3

pembunuhan ;

pemusnahan ;

perbudakan ;

pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa ;

perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain
secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan
pokok hukum internasional ;

penyiksaan;

perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa,
pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa
atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan
yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis,
budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui
secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum
mternasional ;

penghilangan orang secara paksa; atau

kejahatan apartheid.

Pengaturan tentang kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap

kemanusiaan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM merupakan pengadopsian

dari ketentuan dalam Statuta Roma, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah

mengikuti perkembangan pemaham HAM di dunia dan ikut berusaha melindungi

HAM. Dalam Statuta Roma sebenarnya ada 4 macam pelanggaran HAM yang

berat, yaitu : kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan, Kejahatan

perang dan Kejahatan Agresi, namun Indonesia hanya mengadopsi dua

pelanggaran HAM yang berat saja.

Langkah Indonesia yang hanya mengadopsi Statuta Roma tanpa

meratifikasinya tersendiri menjadi suatu Undang-Undang merupakan suatu upaya

SKRIPSI
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Indonesia untuk mengikuti perkembangan HAM dunia tanpa harus menundukkan
diri kepada Pengadilan Pidana Internasional seperti yang diatur dalam Statuta
Roma. Hal tersebut dianggap lebih menguntungkan posisi Indonesia yang tidak
harus menyerahkan pelaku prlanggaran HAM yang berat kepada Pengadilan
Pidana Internasional.

Dari rumusan pasal 8 dan 9 tidak disebutkan batasan tentang pelaku
pelanggara HAM yang berat, hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM berat
dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk juga aparat keamanan yaitu TNI atau
POLRI. Jika pasal 8 dan 9 dikaitkan dengan pasal 42 ayat (1) dan (2) tentang
tanggung jawab seorang komandan militer, seorang atasan polisi atau sipil, dapat
diartikan bahwa seorang komandan militer atau atasan polisi dapat dijerat dengan
Undang-Undang ini karena telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan
apabila komandan militer atau atasan polisi atau sipil karena kekuasaan dan
kewenangan yang dimilikinya telah memerintahkan kepada anak buahnya untuk
melakukan suatu serangan yang meluas dan sistematik, atau telah melakukan
pembiaran terjadinya pelanggaran HAM yang berat yaitu dengan tidak mengambil
tindakan apapun walaupun komandan militer tersebut mengetahui telah terjadi
pelanggaran HAM yang berat. Perbuatan tersebut dimungkinkan dapat dilakukan
karena TNI atau POLRI merupakan organisasi yang berjenjang dan terdapat
sistem komando yang memungkinkan seorang komandan atau atasan untuk
memberi perintah kepada anak buahnya.

Dalam hal penegakan hukum, pembuktian terhadap perbuatan diatas

bukanlah hal mudah, karena tidak adanya keterlibatan langsung komandan militer
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dan atasan polisi atau sipil dalam kejadian. Sehingga yang sering terjadi adalah,
hanya anak buah dan bawahan saja yang dapat terjerat Undang-Undang ini

sedangkan komandan dan atasan militer dapat lolos dari jeratan hukum.

2.2 Perbandingan Ketentuan Pemidanaan Dalam UU nomor 26 tahun

2000 dan KUHP

a. Ketentuan Pidana Dalam UU nomor 26 tahun 2000.

Secara umum Ketentuan Pidana yang terdapat dalam Undang-Undang
nomor 26 tahun 2000 untuk perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat
dapat dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu :

1. Yang mengenai perbuatan yang dimaksud dalam pasal 8 (a,b,c.d.e) ;
yaitu perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM ) yang berat “Genosida”
(pasal 8). Setiap orang yang melakukan perbuatan :
a) membunuh anggota kelompok
b) mengakibatkan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-
anggota kelompok
c) menciptakan kondisi kehidupan yang akan mengakibatkan
kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya ;
d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran
dalam kelompok; atau
e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke

kelompok lain.
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Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 25 tahun
dan paling singkat 10 tahun.
2. Yang dimaksud dalam Pasal 9 (a,b,c.d.e.f.g.h,) ;
yaitu Perbuatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat “Kejahatan
terhadap Kemanusiaan“ (Pasal 9) yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya
bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil
berupa perbuatan yang disebut dalam ayat a , b, d , e , dengan ketentuan sebagai
berikut :
a) perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
1) pembunuhan
2) pemusnahan
3) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
4) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain
secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan
pokok hukum internasional ;
Dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau
pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling
singkat 10 (sepuluh) tahun
b) 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan perbudakan (pasal 9c)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun
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2) Setiap orang yang melakukan perbuatan “penyiksaan” (pasal
9f) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun

3) Setiap orang yang melakukan perbuatan :

a) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa,
pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara
paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang
setara

b) penganiayaan terhadap 1 (satu) kelompok tertentu atau
perkumpulan yang didasari paham politik, ras, kebangsaan,
etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang
telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang
menurut hukum internasioanl.

¢) penghilangan orang secara paksa

dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 ( dua puluh) tahun

dan paling singkat 10 (sepuluh ) tahun. (Pasal9g.h.1)

3. Yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mengenai Percobaan Pemufakatan
jahat atau Pembantuan untuk melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
yang berat “Genosida” atau “kejahatan terhadap kemanusiaan™ (Pasal 8 atau pasal
9 ) menurut pasal 41, dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan-

ketentuan :

SKRIPSI KEKHUSUSAN HUKUM MATERIL HARDIANTO WIDODO




IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 28

ketentuan pidana pasal 36 : pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan
paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

ketentuan pidana pasal 37 : dipidana dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup atau penjara paling lama 25 (dua puluh lima)
tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

ketentuan pidana pasal 38 : dipidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

ketentuan pidana pasal 39 : dipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.
ketentuan pidana pasal 40 : dipidana dengan pidana penjara paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

4. Pertanggung jawaban pidana atasan atas perbuatan anak buahnya di lapangan

diatur dalam pasal 42. Seorang komandan militer dapat dipertanggung jawabkan

terhadap pasukan yang berada dibawah komandonya.

Pasal 42 ayat (1) :

SKRIPSI

Komandan militer atau seorang yang secara efektif bertindak sebagai
komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana
yang berada di dalam jurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)
yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan
pengendaliannya yang efektif, atau dibawah kekuasaan dan
pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan
akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :

a) komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas
dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut
sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang berat; dan

b) komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan
tindakan yang tidak layak dan diperlukan dalam ruang lingkup
kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut
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atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk
dilakukan penyelidikan, penyidikkan, dan penuntutan.

Pasal 42 ayat (2) :
Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggungjawab
secara pidana terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang
berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan
dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak
melakukan pengendaliannya terhadap bawahannya secara patut dan benar
yakni :
a) atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan
informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang
melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia
yang berat, dan
b) atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan
diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah dan
menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada
pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan.
Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal 42 diancam
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal
38, Pasal 39, Pasal 40 :
1. Pasal 36 : dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup atau paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun
2. pasal 37 : dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup atau paling lama 25 tahun atau paling singkat 10 tahun.
3. pasal 38 : dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan
paling singkat 5 tahun.
4. pasal 39 : dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan
paling singkat 5 tahun.
5. pasal 40 : dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan

paling singkat 10 tahun.
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b. Ketentuan Pemidanaan Dalam KUHP.

Perbuatan-perbuatan yang menurut Undang-Undang nomor 26 tahun 2000
dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, secara umum sudah diatur
oleh KUHP. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak menyebut secara khusus
bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelanggaran HAM yang berat,
namun hanya disebut sebagai perbuatan Pidana. Jenis-jenis pelanggaran HAM
yang berat yang diatur dalam KUHP adalah :

a. Membunuh anggota kelompok atau pembunuhan. Diatur dalam pasal 338, 339
dan 340 KUHP. Pasal 338 menyatakan :

barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena
pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

sedangkan pasal 340 menyatakan :

barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas
nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana
(moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun..

b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat atau penganiayaan.
Dalam KUHP diatur dalam pasal 351 yang berbunyi :

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua
tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah
dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama
tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

c. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok

lain. Dalam KUHP terdapat rumusan yang hampir sama, yaitu dalam pasal
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330 ayat 2 atau yang lebih dikenal dengan penculikan anak. Pasal tersebut
menyatakan :

Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau
ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum cukup umur dua
belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Perbudakan, diatur dalam pasal 324, 325, 326, 327 KUHP. Akan tetapi
ketentuan-ketentuan tersebut sekarang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.
Menciptakan kehidupan yang mengakibatkan kemusnahan fisik baik sebagian
ataupun seluruhnya. Perbuatan ini diatur KUHP dalam bab tentang kejahatan
yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Pasal 187
menyatakan :

barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau
banjir, diancam :

ke-1 . dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika
karenanya timbul bahaya umum bagi barang;

ke-2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika
karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

ke-3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu
paling lama dua puluh tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi
nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang..

pasal lain yang berkaitan dengan perbuatan tersebut adalah pasal 202 dan 408

KUHP. Pasal 202 berbunyi :

(1) barang siapa memasukkan barang sesuatu kedalam sumur, pompa,
sumber atau kedalam perlengkapan air minum untuk umum atau untuk
dipakai oleh, atau bersama-sama dengan orang lain, padahal diketahui
bahwa karenanya air lalu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah
dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama
waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
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sedangkan pasal 408 menyatakan :

barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,
merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan,
kereta api, trem, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan
untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air
atau riool yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.

f. Perkosaan dan kebrutalan seksual yang mengerikan, dalam KUHP diatur pada
pasal 285 yang berbunyi :

barang siapa dengan kekerasan atau ancama kekerasan memaksa
seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam
dengan melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama
dua belas tahun..

g. Penganiayaan atas dasar ras dan etnis diatur dalam KUHP tentang penghinaan
terhadap ras, etnis, agama, dan keturunan. Pasal yang mengatur hal ini adalah
pasal 156 yang berbunyi :

Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan
permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau
beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara
paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya
berarti, tiap-tiap bagian rakyat Indonesia, yang berbeda dengan suatu
atau beberapa bagian lainnya karena rasnya, negeri asalnya,
agamanya, tempat asalnya, keturunannya, kebangasaannya atau
kedudukannya menurut hukum tata negara.

h. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh komandan militer, diatur dalam
pasal 413 KUHP yang menyatakan:

seorang komandan angkatan bersenjata yang menolak atau sengaja

mengabaikan untuk menggunakan kekuatan dibawah perintahnya,

ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang, menurut

Undang-Undang, diancam dengan pidana penjara paling lama
empat tahun.
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Ketentuan pidana dalam KUHP lebih ringan dibandingkan ketentuan

pidana dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Sedangkan tentang

percobaan, KUHP secara umum mengatur dalam buku ke satu pasal 53 yang

menyatakan :

(1) mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata
dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu
bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

(2) maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat
dikurangi sepertiga .

(3) jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur
hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Sedangkan mengenai penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana diatur

dalam pasal 55 yang berbunyi :

(1) dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbutan pidana :

ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta
melakukan perbuatan;

ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman
atau penyesatan, satau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,
sengaja menganjurkan orang lain supuya melakukan perbuatan.

(2) terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah
yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dalam hal terdapat pembantuan dalam suatu perkara, pasal 57 KUHP

menyatakan :

SKRIPSI

(1) dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,
dikurangi sepertiga.

(2) jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup,
dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3) pidana penjara bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya
sendir.

(4) dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya
perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta
akibat-akibatnya.
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Ketentuan pemidanaan yang secara umum diatur dalam KUHP tidak
mengenal adanya hukuman minimum tetapi hukuman maksimum. Hal tersebut
karena ketentuan pemidaan dalam KUHP tersebut dimaksudkan untuk melindungi
terdakwa. Sedangkan pada UU nomor 26 tahun 2000 terdapat ketentuan tentang
pidana minimum yang dimaksudkan untuk sedapat mungkin menghukum
terdakwa dengan hukuman yang berat. Ketentuan pemidanaan dalam UU nomor
26 tahun 2000 lebih berat dibanding dalam KUHP dibuktikan dengan banyaknya
ancaman hukuman mati dan adanya hukuman pidana penjara selama 25 tahun.

Secara objectif dapat dikatakan bahwa ketentuan pidana yang ditujukan
kepada terpidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat bagi
perkembangan hukum pidana di Indonsia merupakan salah satu our put dari
reformasi hukum, khususnya mengenai ancaman hukuman minimum 5 (lima) dan

10 (sepuluh).8

2.3 Inkonsistensi Pengaturan Tentang Pelanggaran dan Kejahatan

Dalam_UU Nomor 26 Tahun 2000

Perbuatan pidana berdasarkan ketentuan dalam KUHP dibedakan menjadi
kejahatan dan pelanggaran. Pembagian ini tidak ditentukan secara nyata dan jelas
dalam satu pasal tertentu dalam KUHP akan tetapi dapat dianggap demikian
dengan memperhatikan secara keseluruhan pasal-pasal dari KUHP. Kejahatan
diatur dalan Buku II KUHP sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP.

Kejahatan dan pelanggaran dapat dibedakan secara kualitatif dan

kuantitatif. Secara kualitatif, kejahatan adalah perbuatan yang meskipun tidak

% Soedjono Dirdjosisworo, op cit, h.128
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ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana akan tetapi telah
dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hokum. Sedangkan
pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru
dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan
tersebut adalah pelanggaran. Secara kuantitatif, pidana yang diancamkan pada
kejahatan lebih berat dari yang diancamkan pada pelanggaran.’
Antara kejahatan dan pelanggaran secara kualitatif sulit untuk dibedakan.
Oleh karena itu setiap undang-undang biasanya menyatakan bahwa perbuatan
yang diatur adalah pelanggaran atau kejahatan. Pembagian perbuatan pidana
menjadi kejahatan dan pelanggaran membawa berbagai akibat hukum yang
bersifat materiil, yaitu o
1. Undang-Undang tidak membuat pembedaan antara opzet (kesengajaan)
dan culpa (ketidak sengajaan) dalam pelanggaran.
2. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dipidana.
3. Keturutsertaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
4. Dalam pelanggaran, pelaku atau para pelaku hamya dapat dihukum apabila
pelanggara itu telah terjadi dengan sepengetahuan mereka.
5. Dalam pelanggaran, pengaduan bukan merupakan suatu syarat untuk

dilakukannya penuntutan.

o Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h.72.
' P A F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1997, h. 211-212.
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6. Jangka waktu kedaluarsa untuk melakukan penuntutan (pasal 78 ayat 1
angka 1 KUHP) dan untuk menjalankan pemidaan (pasal 84 ayat 2 KUHP)
pada pelanggaran lebih singkat daripada pada kejahatan.

7. Pada pelanggaran berlaku ketentuan pembayaran denda secara sukarela
dari nilai denda yang setinggi-tingginya dapat menghapus penuntutan.

8. Benda yang diperoleh karena pelanggaran dapat disita (pasal 39 ayat 2
KUHP).

9. Ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang Indonesia hanya
dapat diberlakukan terhadap pegawai negeri yang diluar Indonesia
melakukan kejahatan dan bukan pelanggaran.

10. Pasal penadahan (pasal 480 KUHP) mensyaratkan bahwa benda yang
diperoleh harus melalui kejahatan bukan pelanggaran.

Kejahatan dan pelanggaran adalah berbeda dan saling terpisah. Akan tetapi
dalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 dikatakan bahwa
pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan
kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari pasal ini terlihat bahwa pelanggaran dan
kejahatan dapat diterapkan sekaligus pada satu perbuatan, bahkan dari
rumusannya dapat diartikan bahwa kejahatan adalah bagian dari pelanggaran
karena disitu dinyatakan bahwa dalam pelanggaran terdapat kejahatan. Walaupun
agak rancu dalam hal pengistilahannya, namun pengaturan kejahatan dan
pelanggaran dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tidak menimbulkan

dampak yuridis apapun.
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BAB III

Kekhususan Hukum Materiil dan Hukum Formil
Pengadilan HAM Indonesia
Serta Kedudukannya Terhadap Hukum Internasional

3.1 Kekhususan Hukum Materiil dan Hukum Formil Pengadilan HAM

Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat berdasarkan Undang-
Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM
mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bentuk-bentuk pengadilan lain
yang ada di Indonesia. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 sebagai dasar
pembentukkan Pengadilan HAM mengatur beberapa ketentuan yang bersifat
khusus atau berbeda dengan ketentuan-ketentuan umum seperti yang diatur dalam
KUHP dan KUHAP.

Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus untuk
perkara pelanggaran HAM yang berat yang merupakan suatu bentuk kejahatan
yang tidak diatur dalam KUHP namun dampak dan akibatnya telah menimbulkan
perasaan tidak aman dan hilangnya rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab
itu, perkara Pelanggaran HAM yang berat harus di tangani secara khusus dan
serius karena hal ini sangat berhubungan dengan kepercayaan rakyat kepada

keseriusan negara dalam melindungi HAM.

37
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Kekhususan Pengadilan HAM baik yang menyangkut hukum acara
maupun ketentuan pemidanaan ditentukan oleh Undang-Undang nomor 26 tahun
2000 yang antara lain adalah :

a. Penerapan asas retroaktif .

Asas Retroaktif adalah suatu asas yang menyatakan bahwa suatu peraturan
perundang-undangan dapat diberlakukan secara surut terhadap perbuatan yang
dilakukan sebelum diberlakukannya peraturan perundang-undangan tersebut.
Kebalikan dari asas Retroaktif adalah asas Non-Retroaktif atau lebih dikenal
dengan asas Legalitas. Asas legalitas menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang
dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam
peraturan perundang-undangan. Asas Legalitas dianggap lebih memberikan
kepastian hukum, menjamin keadilan dan dapat menghindarkan kesewenangan
dari penguasa. Asas Legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu ;'

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal
itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan
analogi.

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.
Di Indonesia, penerapan asas Retroaktif merupakan hal baru dan

merupakan terobosan besar dalam  perkembangan hokum nasional. Asas

Retroaktif digunakan

! Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h.25.
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dalam pasal 43 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 yang menyatakan bahwa
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diberlakukannya
Undang-Undang ini, dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc
yang dibentuk asal usulan DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keppres.

Pemberlakuan asas Retroaktif dalam Undang-Undang Pengadilan HAM
didasarkan pada pertimbangan :

1. Agar dapat menjerat para pelaku pelanggaran HAM yang berat yang
terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pengadilan HAM.

2. Agar menjadi kekhususan tersendiri bagi Pengadilan HAM dan
menjadikannya berbeda dengan pengadilan biasa, mengingat
pelanggaran HAM yang berat merupakan kejahatan yang universal dan
termasuk sebagai kejahatan Internasional.

Asas Retroaktif diberlakukan dengan tujuan untuk melindungi Hak Asasi
Manusia (HAM) warga negara Indonesia. Penerapan asas Retroaktif i sangat
berkaitan dengan ketentuan pasal 28I ayat (1) perubahan kedua Undang-Undang
Dasar 1945 yang mengatur tentang penggunaan asas Non-Retroaktif dalam sistem
hukum Indonesia. Pasal 281 ayat (1) berbunyi :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebaga

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun.

Berdasarkan tata urutan perundang-undangan, kedudukan Undang-Undang

Dasar 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang dengan demikian Undang-Undang

tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di
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Indonesia. Tidak dicantumkannya asas Retroaktif dalam UUD 1945 oleh karena
UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia hanya memuat aturan-
aturan pokok saja yang kemudian dikembangkan dalam aturan-aturan dibawah
UUD 1945. oleh karena itu asas yang berlaku dalam UUD 1945 adalah asas Non-
Retroaktif, karena asas milah yang berlaku<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>